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<b>ABSTRAK</b><br>

Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan menurut
perundang-undangan. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan dan bentuk dari
pencatatan tersebut adalah dikeluarkannya akta nikah akta perkawinan . Sebagai hasil dari keputusan tata
usaha negara, akta nikah akta perkawinan dapat menjadi obyek sengketa pengadilan tata usaha negara. Akta
nikah akta perkawinan jika ditinjau dari hukum perkawinan, bagi subyek yang melakukan perkawinan
merupakan perbuatan hukum perdata, sedangkan menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur bahwa, ldquo; Tidak termasuk
Keputusan Tata Usaha Negra menurut undang-undang ini Keputusan Hukum Perdata rdquo;. Tesisini
membahas mengenal bagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara memandang kedudukan anak dalam proses
pembatal an akta perkawinan ibunya sedangkan dalam hukum perkawinan Indonesia yang diatur dalam pasal
23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak bukanlah pihak yang berhak

membatal kan perkawinan, serta akan membahas pula akibat yang timbul dari pembatalan akta nikah akta
perkawinan melalui pengadilan tata usaha negara. Tesis ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif
yaitu penelitian untuk mengetahui sinkronisasi peraturan-peraturan hukum tentang pembatalan perkawinan
yang dilakukan oleh anak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu dengan mempelgari, meneliti dan
menganalisis masalah dengan menggunakan berbagai literature, baik berupa buku-buku, artikel, peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen dan yang lainnya.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

A marriageisvalid if it was conducted according to religion and belief laws and registered according to the
regulations. Marriage registration done by marriage register officer and itsregistration isin the form of a
marriage certificate marriage deed . As aresult of State Administrative Decree, a marriage certificate
marriage deed can be as an object of dispute in the administrative court. According to the marriage law, a
marriage certificate marriage deed related to subject who was married constitutes as an act of civil law.
While according to article 2 point a Law Number 9 of 2004 regarding Amendment of the Law Number 5 of
1986 is regulated that, ldquo Decree of Civil Law isnot included in the scope of the State Administrative
Decree according to this law rdquo . Thisthesis discussed about how Administrative Court considers a
position of child in the process of their mother rsquo s marriage certificate revocation while in Indonesia
marriage law as regulated in article 23 of the Law Number 1 of 1974, a child is not entitled to revoke a
marriage and also discuss the consequences arising from revocation marriage certificate marriage deed
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through the administrative court. Thisthesisis using juridical normativei.e. the research to know
synchronization about laws regulations regarding revocation of amarriage carried out by child through the
administrative court and by studies, research and analyze problem using many literature, either in the form
of books, articles, regulation, documents and other.



